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TENTANG

PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

®

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa dalam upaya menciptakan terselenggaranya proses
penataan organisasi yang efektif dan efisien serta guna
mewujudkan organisasi yang profesional, responsif, adaptif,
inovatif, dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya, perlu
ditetapkan pedoman penataan organisasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

bahwa sehubungan dengan huruf a, dipandang perlu menetapkan
pedoman penataan organisasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);



Menetapkan
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3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 2010;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 108/1995 tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi
Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum,;

7.  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan XKementerian

Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Menteri
ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan digunakan sebagai acuan bagi satuan organisasi dalam
melaksanakan penataan organisasi di lingkungan unit kerjanya masing-
masing.



Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkandi JAKARTA
Pada tanggal 10 Juni 2011

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

N E W=

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,;

Menteri Keuangan;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Direktur Jenderal Anggaran;

Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur
Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris Direktorat Jenderal,
para Sekretaris Badan dan para Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pembina Utama Muda (I'V/c)
NIP. 19630220 198903 1 001
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Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor > PM.60 Tahun 2011
Tanggal : 10 Juni 2011

PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan organisasi merupakan pekerjaan besar yang memerlukan perencanaan dan
pemikiran yang komprehensif serta waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Penataan
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan belum didasarkan pada pedoman
yang baku sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan penataan organisasi selama ini
berjalan tanpa dasar dan tahapan-tahapan yang pasti. Dimana pada akhirnya hal tersebut
menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam pemanfaatan waktu dan
sumber daya organisasi.

Dalam kontek ini agar penataan organisasi dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu
diatur hal-hal pokok yang berkaitan dengan penataan organisasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang dimulai sejak tahap persiapan hingga tahap
penetapannya.

Usulan penataan organisasi yang akan diajukan harus memuat secara rinci gambaran
mengenai aspek-aspek utama yang harus ada dalam usulan penataan organisasi yang
meliputi latar belakang, tujuan sasaran, beban kerja, gambaran organisasi saat ini,
landasan hukum, kondisi organisasi yang diinginkan dan dituangkan dalam bentuk
tulisan naskah akademik, yang dilengkapi dengan rancangan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang organisasi dan tata kerjanya.

Usulan ini akan menjadi dasar bagi penilaian dan pembahasan penataan organisasi
dengan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, sehingga penataan organisasi yang direncanakan dapat
mencapai hasil yang diharapkan.

Agar pengusulan dan pelaksanaan penataan organisasi dapat dilakukan sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan tata cara / mekanisme yang benar, maka Kementerian
Perhubungan memandang perlu untuk membuat Pedoman Penataan Organisasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan. Pedoman ini merupakan instrumen yang menjadi
acuan bagi setiap penataan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman penataan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan disusun dengan
tujuan sebagai panduan bagi tiap-tiap satuan organisasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan, baik di organisasi pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), dalam
menyiapkan, menyusun, dan melaksanakan penataan organisasi, agar dilakukan
berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, serta efektif dan efisien, sehingga sasaran
pembentukan organisasi yang ramping, kaya fungsi, memperhatikan kejelasan
kewenangan dan kinerja yang terukur dapat diwujudkan.
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C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan pedoman penataan
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

3.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

4.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
67 Tahun 2010;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1995
tentang Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural di Lingkungan
Departemen;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan
Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

8.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.



BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP-PRINSIP, RUANG LINGKUP,
DAN KEWENANGAN DALAM PENATAAN ORGANISASI

A. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Organisasi unit pemerintah adalah unsur pelaksana dari pemerintah yang bertugas

membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di
bidang tertentu.

Penataan organisasi adalah proses penetapan organisasi baru, penyempurnaan
nomenklatur, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan
penurunan kelas, eselon, perubahan lokasi dan wilayah kerja, serta penghapusan
organisasi.

Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut UPT, adalah
satuan organisasi yang bersifat mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan
yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis
penunjang dari organisasi induknya.

Kewenangan organisasi adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang
dimiliki oleh satuan organisasi.

Tanggung jawab organisasi adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya
sebagai pembebanan dalam satuan organisasi.

Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh satuan organisasi dan/atau
Pegawai Negeri Sipil.

Fungsi adalah jabatan atau pekerjaan.

Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Organisasi induk adalah satuan organisasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang membawahkan UPT.

Organisasi yang bersifat mandiri adalah satuan kerja yang diberikan kewenangan
mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat
kedudukannya terpisah dari organisasi induk.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Satuan organisasi adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang
mempunyai tugas, fungsi dan susunan organisasinya sesuai peraturan perundang-
undangan.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan
dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan
tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Uraian Jenis-jenis Kegiatan adalah bentuk-bentuk proses kegiatan yang mengolah
bahan-bahan kerja menjadi hadil kerja.

Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi satuan organisasi.

Titelatur adalah sebutan atau penamaan pimpinan satuan organisasi struktural
dan/atau pemangku jabatan fungsional.

Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai
dalam satu satuan waktu tertentu.

Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun
horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta
persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan
kedudukannya dalam unit kerja.

Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, kondisi organisasi
saat ini, aspek legalitas, sasaran yang ingin diwujudkan, dan dampak penataan
organisasi.

Klasifikasi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan
fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi (eselon).

Tipologi adalah pengelompokan organisasi UPT yang mempunyai tugas dan
fungsi sejenis dalam satu tingkatan organisasi (eselon) yang sama berdasarkan
perbedaan struktur dan komposisi organisasi.
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25.

26.

Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

B. Prinsip-Prinsip Penataan Organisasi

Penataan organisasi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai
berikut:

1.

Kejelasan visi dan misi organisasi

Kegiatan Penataan organisasi dilaksanakan melalui penetapan tujuan yang ingin
dicapai. Tujuan yang ingin dicapai tersebut dituangkan dalam rumusan visi dan
misi, sehingga kegiatan awal dalam penataan organisasi dengan melakukan
perumusan visi dan misi organisasi secara jelas.

Visi merupakan gambaran tujuan mulia yang ingin dicapai dalam berorganisasi,
sedangkan misi merupakan gambaran tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang
harus dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan visi dan misi, dirumuskanlah tugas pokok dan fungsi-fungsi
organisasi, susunan organisasi, serta uraian jenis-jenis kegiatan organisasinya
secara utuh dan lengkap.

Dengan demikian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan uraian jenis-jenis kegiatan
organisasi, merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai penjabaran dari visi dan
misi organisasi, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Keberlangsungan tugas

Tugas pokok dan fungsi organisasi yang menjadi beban kerja setiap jabatan harus
selalu ada dan dapat dilaksanakan secara terus menerus atau berkesinambungan
dalam jangka waktu yang lama.

Bagi habis tugas

Tugas pokok, fungsi, dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi dibagi habis secara
berjenjang, sampai jenjang terendah yaitu jabatan fungsional umum.

Proporsionalitas
Nomenklatur dan titelatur, disesuaikan dengan kesejenisan volume beban kerja

(Tugas Pokok, Fungsi dan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi) yang menjadi
kewenangan dan tanggungjawabnya.

Kesejenisan volume beban kerja yang jumlahnya paling banyak, dijadikan
prioritas pertama sebagai dasar pemberian nomenklatur dan titelatur.
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S.  Kejelasan kewenangan dan tanggungjawab

Setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional
umum, mempunyai uraian jenis-jenis kegiatan yang jelas, yang menjadi
kewenangan dan tanggungjawab setiap pemangku jabatan untuk melaksanakan
dan menyelesaikan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangan. Dengan
demikian setiap pemangku jabatan mengetahui apa yang dikerjakan, apa jenis
yang dihasilkan dan berapa lama dapat menyelesaikannya.

6. Kejelasan pembaganan

Penetapan organisasi digambarkan dalam bentuk bagan yang jelas, antara lain
meliputi tingkatan kedudukan, susunan nomenklatur, serta hubungan kerja dalam
satuan organisasi.

C. Ruang Lingkup Penataan Organisasi

Ruang lingkup penataan organisasi yang dimaksud dalam pedoman ini meliputi
penetapan organisasi baru, penyempurnaan nomenklatur, titelatur, kedudukan, tugas,
fungsi, struktur organisasi, peningkatan dan penurunan kelas, eselon, perubahan lokasi
dan wilayah kerja, serta penghapusan organisasi.

D. Kewenangan

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi (perumusan tugas,
fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja) bagi satuan organisasi eselon I merupakan
kewenangan Presiden, sedangkan penataan organisasi (perumusan tugas, fungsi, susunan
organisasi, dan tata kerja) bagi satuan organisasi eselon II, III, IV, di lingkungan
Kementerian dan penetapannya merupakan kewenangan Menteri, setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.

Sedangkan penyiapan bahan penataan organisasi dilakukan oleh satuan organisasi secara
hirarkis sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan penataan organisasi eselon I menjadi kewenangan pimpinan satuan
organisasi eselon I;

b. Penyiapan bahan penataan organisasi eselon II, III, dan IV yang diajukan secara
hirarkis kepada pimpinan satuan organisasi eselon I masing-masing menjadi
kewenangan pimpinan satuan organisasi masing-masing;

c. Pengusulan penataan organisasi dilengkapi justifikasi, dengan menyiapkan usulan
rancangan naskah akademik, dan usulan rancangan Peraturan Menteri tentang
Organisasi dan Tata Kerja yang disampaikan kepada Menteri menjadi kewenangan
pimpinan unit kerja eselon I masing-masing;
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. Penyiapan surat Menteri, penyempurnaan Naskah Akademik, dan penyempurnaan
rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja
menjadi kewenangan Sekretaris Jenderal;

. Permintaan rekomendasi Kepala Daerah dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis
di daerah merupakan kewenangan Menteri;

Menteri berwenang mengusulkan penataan organisasi kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dilengkapi dengan
Naskah Akademis, dan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Organisasi dan Tata Kerja, serta untuk pembentukan UPT baru dilengkapi
rekomendasi dari Kepala Daerah;

. Penataan organisasi di lingkungan Kementerian menjadi kewenangan Menteri,
setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



BAB III

UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Unsur-unsur organisasi, meliputi:
a. pemimpin;

b. pembantu pemimpin;

c. pelaksana;

d. pengawas;

e. pendukung; dan

f. pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.

A. Unsur pemimpin

Unsur pemimpin merupakan pemegang kewenangan dan kekuasaan serta penanggung

jawab tertinggi pada satuan organisasi, yang secara jelas tergambar sebagai pemangku
jabatan dalam struktur organisasi.

Contoh:

1. Unsur pemimpin pada satuan organisasi Kementerian ialah Menteri.

2. Unsur pemimpin pada satuan organisasi Direktorat Jenderal ialah Direktur Jenderal.
3. Unsur pemimpin pada satuan organisasi UPT ialah Kepala UPT.

B. Unsur pembantu pemimpin

Unsur pembantu pemimpin merupakan pelaksana tugas yang memberikan dukungan

untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok, yang tugas-tugasnya bersifat
administratif.

Contoh:

1. Unsur pembantu pemimpin pada satuan organisasi Kementerian ialah Sekretariat
Jenderal.

2. Unsur pembantu pemimpin pada satuan organisasi Direktorat Jenderal ialah
Sekretariat Direktorat Jenderal.

3. Unsur pembantu pemimpin pada satuan organisasi UPT  ialah
Bagian/Subbagian/Urusan.
C. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana merupakan pelaksana tugas utama sesuai dengan urusan bidang
organisasi, yang tugas-tugasnya bersifat teknis.
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Contoh:

1. Unsur pelaksana tugas pokok pada satuan organisasi Kementerian ialah Direktorat
Jenderal.

2. Unsur pelaksana tugas pokok pada satuan organisasi Direktorat Jenderal ialah
Direktorat.

3. Unsur pelaksana tugas pokok pada satuan organisasi UPT ialah Bidang/Seksi.

D. Unsur pengawas

Unsur pengawas merupakan satuan organisasi yang mempunyai tugas melakukan
pengawasan intern terhadap satuan organisasi di lingkungan organisasi induknya.

Contoh:

1. Unsur pengawas pada satuan organisasi Kementerian ialah Inspektorat Jenderal.

2. Unsur pengawas pada satuan organisasi yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ialah Satuan Pemeriksa Intern.

E. Unsur pendukung

Unsur pendukung merupakan satuan organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasasi induknya dan
tugas-tugasnya bersifat teknis pendukung.

Contoh:
Unsur pendukung pada satuan organisasi Kementerian ialah Badan dan/atau Pusat.

F. Unsur Pelaksana Tugas Teknis Operasional dan/atau Tugas Teknis Penunjang
Tertentu.

Unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu yaitu
Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT merupakan satuan organisasi yang bersifat mandiri
di lingkungan Kementerian yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.

Perwakilan luar negeri merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau
tugas teknis penunjang tertentu Kementerian di luar negeri yang mempunyai tugas
mewakili kepentingan Kementerian dalam pelaksanaan hubungan kerjasama bilateral,
regional, dan multilateral di bidang transportasi dengan Negara Penerima/ Negara
Akreditasi dan/atau organisasi internasional. Perwakilan Kementerian di luar negeri
yaitu Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Staf Teknis
Perhubungan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Contoh:
Salah satu unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang
tertentu pada satuan organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut adalah UPT

Kantor Syahbandar.
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BAB 1V

PERUMUSAN NOMENKLATUR, TITELATUR, TUGAS DAN FUNGSI, URAIAN
KEGIATAN ORGANISASI SERTA STRUKTUR DAN PETA JABATAN

A. Perumusan

Nomenklatur dan Titelatur Organisasi

1. Nomenklatur jabatan mencerminkan ciri dari tugas dan fungsi yang menjadi
tanggung jawab dan kewenangannya;

2. Setiap nomenklatur akan menunjukkan titelatur jabatan.

3. Nomenklatur yang digunakan dalam menyusun satuan organisasi tingkat pusat,
terdiri dari:

a. Pada satuan organisasi nomenklatur Sekretariat Jenderal, sebagai berikut :

1)

2)

3)

Sekretariat Jenderal terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf
dengan nomenklatur Biro.

Biro terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur Bagian.

Bagian terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur subbagian.

b. Pada satuan organisasi nomenklatur Sekretariat Jenderal, secara koordinatif
dapat terdiri atas sebagai berikut :

1
2)

3)

4)

Pusat dan/ atau nomenklatur lain.

Pusat terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf dengan nomenklatur
Bagian, dan satuan organisasi sebagai fungsi lini dengan nomenklatur
Bidang.

Bagian terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur Subbagian.

Bidang terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur Subbidang.

c. Pada satuan organisasi nomenklatur Inspektorat Jenderal, sebagai berikut :

1)

2)

3)
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Inspektorat Jenderal terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf
dengan nomenklatur Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan sebagai fungsi
lini dengan nomenklatur Inspektorat.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas satuan organisasi dengan
nomenklatur Bagian.

Bagian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas satuan organisasi
dengan nomenklatur Subbagian.
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4) Inspektorat terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf dengan
nomenklatur Subbagian, dan sebagai fungsi lini Kelompok Jabatan
Fungsional Auditor.

d. Pada satuan organisasi nomenklatur Direktorat Jenderal, sebagai berikut:
1) Direktorat Jenderal terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf
dengan nomenklatur Sekretariat Direktorat Jenderal, dan sebagai fungsi

lini dengan nomenklatur Direktorat.

2) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas satuan organisasi dengan
nomenklatur Bagian.

3) Bagian terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur Subbagian.

4) Direktorat terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf dengan
nomenklatur Subbagian, dan satuan organisasi sebagai fungsi lini dengan
nomenklatur Subdirektorat.

5) Subdirektorat terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur Seksi.

e. Pada satuan organisasi nomenklatur Badan, sebagai berikut:

1) Badan terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf dengan

nomenklatur Sekretariat Badan, dan sebagai fungsi lini dengan

nomenklatur Pusat.

2) Sekretariat Badan terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur
Bagian.

3) Pusat terdiri atas satuan organisasi sebagai fungsi staf dengan nomenklatur
Bagian dan satuan organisasi sebagai fungsi lini dengan nomenklatur
Bidang.

4) Bagian terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur Subbagian.

5) Bidang terdiri atas satuan organisasi dengan nomenklatur Subbidang.

f  Pada satuan organisasi nomenklatur Direktorat Jenderal dan Badan, dapat
terdiri atas satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis.

g. Pada Satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), nomenklatur yang dapat

digunakan bersifat fleksibel disesuaikan dengan karakteristik UPT yang
bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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h.  Nomenklatur yang dapat digunakan pada satuan organisasi UPT, antara lain:
1) Balai terdiri atas Subbagian, Seksi, dan kelompok jabatan fungsional.
2) Loka terdiri atas Urusan, Subseksi, dan kelompok jabatan fungsional.
3) Pos terdiri atas petugas, dan kelompok jabatan fungsional.

i.  Nomenklatur lain yang spesifik berdasarkan dengan karakteristik UPT yang
bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan/atau kelaziman yang berlaku, antara lain:

1) Kantor;

2) Distrik;

3) Pangkalan;

4) Sekolah Tinggi;

5) Politeknik;

6) Akademi; dan

7) Sekolah Menengah.

j- Nomenklatur satuan organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum, dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang terdiri atas
unsur Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.

4. Nomenklatur satuan organisasi terendah terdiri atas pegawai dengan titelatur jabatan
fungsional tertentu dan/atau titelatur jabatan fungsional umum sesuai kebutuhan
organisasi.

B. Perumusan nomenklatur satuan organisasi

Penyiapan rumusan nomenklatur sebagai wadah melaksanakan uraian jenis-jenis
kegiatan dari penerimaan bahan kerja sampai menjadi hasil kerja, didasarkan pada
kegiatan-kegiatan yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Sejenis.

Nomeklatur satuan organisasi dirumuskan berdasarkan uraian jenis-jenis kegiatan
yang sifatnya sejenis. Apabila jumlah uraian jenis-jenis kegiatan yang sifatnya
sejenis belum dapat menjamin keberlangsungan tugas, maka dapat ditambahkan
uraian jenis-jenis kegiatan lain yang mendekati sejenis, dan nomeklatur satuan
organisasi dirumuskan berdasarkan uraian jenis-jenis kegiatan sejenis yang
jumlahnya paling banyak.

2. Sifat kegiatan terus menerus.

uraian jenis-jenis kegiatan yang ada pada setiap nomenklatur satuan organisasi,
mempunyai kegiatan terus menerus sepanjang waktu.
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Titelatur

1. Pola Umum penggunaan titelatur jabatan struktural di lingkungan Kementerian

sebagai berikut:

No | Unit Nomenklatur Titelatur
1. | Eselonl a. Wakil Menteri; a. Wakil Menteri;
b. SekretariatJenderal; b. SekretarisJenderal;
¢. Direktorat Jenderal; c. Direktur Jenderal;
d. Inspektorat Jenderal; d. Inspektur Jenderal;
e. Badan; e. Kepala Badan,;
f. Staf Ahli. f. Staf Ahli.
2. | EselonII a. Biro; a. Kepala Biro;
b. Pusat; b. Kepala Pusat;
c. Sekretariat Direktorat c. Kepala Sekretariat Direktorat
Jenderal; Jenderal;
d. Sekretariat Badan; d. Kepala Sekretariat Badan;
e. Sekretariat Inspektorat e. Kepala Sekretariat
Jenderal; Inspektorat Jenderal;
f. Inspektorat; f. Inspektur;
g. Direktorat; g. Direktur;
h. Mahkamah Pelayaran. h. Kepala Mahkamah Pelayaran.
3. |EselonIll [a. Bagian a. Kepala Bagian
b. Bidang b. Kepala Bidang
c. Subdirektorat c. Kepala Subdirektorat
4. |EselonIV |a. Subbagian a. Kepala Subbagian
b. Subbidang b. Kepala Subbidang
c. Seksi c. Kepala Seksi
5. |EselonV |a. Subseksi a. Kepala Subseksi
b. Urusan b. Kepala Urusan
6. | Non Eselon |a. Divisi a. Kepala Divisi
b. Unit b. Kepala Unit

Penggunaan titelatur lain, termasuk titelatur yang digunakan dalam lingkuangan Unit
Pelaksana Teknis, dapat dimungkinkan setelah memperoleh persetujuan dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.
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2. Pola Umum penggunaan Titelatur Jabatan Fungsional Tertentu.

Titelatur jabatan fungsional tertentu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang telah dan/atau akan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab
di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

. Perumusan Titelatur Jabatan Fungsional Umum.

a) Jabatan Fungsional Umum merupakan wadah pelaksanaan uraian jenis-jenis
kegiatan, yang keberadaannya sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi jabatan struktural terendah dan terpisah dari tugas dan fungsi jabatan
fungsional tertentu.

b) Perumusan Titelatur Jabatan Fungsional Umum, diawali dengan melakukan
inventarisasi uraian jenis-jenis kegiatan yang terdapat pada jabatan struktural
terendah untuk dilakukan pengelompokkan yang sejenis dan mendekati sejenis.

D. Perumusan Tugas dan Fungsi Organisasi

1.

Setiap satuan organisasi diberikan rumusan tugas yang ditulis dalam satu kalimat
utuh dan memuat hal-hal yang pokok saja.

Perumusan tugas diawali dengan kata kerja, yang biasanya menggunakan awalan
“me-”, dan penulisannya disesuaikan dengan tingkatan eselon, sehingga perlu

menggunakan kata baku yang berbeda antara eselon I, II, III, IV dan V.

Satuan jabatan struktural yang membawahkan jabatan struktural yang lebih rendah,
rumusan tugasnya diuraikan menjadi rumusan fungsi dan minimal berjumlah 2 (dua).

Perumusan fungsi menggunakan kata sifat berawalan “pe-*“ dan akhiran —an;

Penulisan rumusan fungsi didahului dengan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda
baca titik koma (;) dan fungsi terakhir diakhiri dengan tanda baca titik (.)

Pada rumusan fungsi ke dua sebelum rumusan fungsi terakhir setelah tanda baca (;)
diberikan tanda sambung “dan”.

Sebelum dilakukan penulisan fungsi, diawali dengan kalimat “ Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......... , menyelenggarakan fungsi : “

Perumusan tugas pokok jabatan struktural didasarkan pada rumusan fungsi jabatan
struktural setingkat lebih tinggi;

Pola Perumusan tugas dan fungsi eselon I:

a. Perumusan tugas eselon I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Contoh :

Direktorat Jenderal (di_bidangnya) mempunyai tugas merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis __(di bidangnya).

(rumusan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009)

b. Perumusan fungsi eselon I sesuai ketentuan peraturan perundang-udangan.

Contoh :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Direktorat
Jenderal __(di bidangnya) . menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan Direktorat Jenderal __ (di bidangnya) _ ;

b. pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal __(di bidangnya) _ ;

C. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria __(di bidangnya) ;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi __(di bidangnya).._; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal __ (di bidangnya) .

10. Pola Perumusan tugas dan fungsi eselon II:

a. Perumusan tugas eselon II, menggunakan pembakuan dengan diawali kata kerja
“melaksanakan/ membina/ mengendalikan™ :

Contoh:

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas membina kepegawaian,
organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian.

b. Perumusan fungsi eselon II menggunakan pembakuan dengan diawali kata
perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian.

Contoh:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Biro
Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

A, PETUIMUSAIL .coveuernrrienirentiseesaesresssessesesesassasessssassesastseesteneacens ;
b. PEIeNCANEAN .......ccoccvimiiiirerteinririereiee st et ;
C. PEMDINAAN ....oovvreiriiiiiiiiee et s ;
d. pengendalian ..........ccooviiiiiiniininnienen e ; dan

e. evaluasi dan pelaporan.
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11.Pola Perumusan tugas dan fungsi eselon III.

a.  Perumusan tugas eselon III kalimat menggunakan pembakuan dengan diawali
dengan kata kerja melaksanakan penyiapan:

Contoh:

Bagian Perencanaan Kepegawaian melaksanakan penyiapan perumusan,
pengendalian, penelaahan, evaluasi dan pelaporan perencanaan kepegawaian,
program, anggaran, urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

b. Perumusan fungsi eselon III, kalimat menggunakan pembakuan dengan diawali
kata “penyiapan bahan”:

Contoh:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...., Bagian
Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapanbahan ..............coooiiiiiiiiiiiiiiinnn.. ; dan

2) evaluasi dan pelaporan.

" 12.Pola Perumusan tugas dan fungsi eselon IV yang membawahkan eselon V:

a. Perumusan tugas eselon IV menggunkakan kata baku “melakukan penyiapan
bahan .............. ”

Contoh :

Subbagian Tata Usaha melakukan penyiapan bahan ketatausahaan, urusan
rumah tangga dan urusan umum.

b. Perumusan fungsi eselon IV,
“ Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal .......... Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1) pengumpulan bahan ...........ccceuneene. ;
2) PENGUIUSAmL...ccouerreririrrrererssnesensnenns ; dan

3) evaluasi dan pelaporan.

13.Eselon IV yang tidak membawahkan eselon V, hanya sampai dengan perumusan
tugas pokok, tidak ada perumusan fungsi.
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14. Penyusunan tugas eselon V.

Contoh :

Subseksi/Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan urusan
kepegawaian, surat menyurat, pendokumentasian dan tata usaha.

E. Uraian Jenis-Jenis Kegiatan

1. Setiap titelatur dirumuskan uraian jenis-jenis kegiatannya;

2. Rumusan uraian jenis-jenis kegiatan merupakan pelaksanaan tugas dan perwujudan
dari fungsi-fungsi organisasi sebagai kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari
pemangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional

umum;

3. Rumusan uraian jenis-jenis kegiatan bagi jabatan struktural didasarkan pada uraian
dari masing-masing fungsi (bagi jabatan struktural yang masih membawahkan
jabatan struktural), atau dari tugas (bagi jabatan struktural yang tidak membawahkan
jabatan struktural), dan tiap-tiap fungsi atau tugas dimaksud dirumuskan minimal 6
(enam) uraian jenis-jenis kegiatan.

Contoh:
Jabatan
Tugas

Uraian jenis kegiatan :
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Kepala Subbagian Mutasi dan Kepangkatan Pegawai;
melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan
pembinaan dan pelaksanaan penetapan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan
struktural, mutasi wilayah kerja, administrasi tenaga
perbantuan dan dipekerjakan serta urusan kepangkatan,
assesmen, serta evaluasi dan pelaporan;

1)
2)

3)

4)

S)

6)

menyiapkan bahan sidang Baperjakat;

menyiapkan naskah Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan;

menyiapkan naskah Keputusan Menteri Perhubungan
tentang Tenaga Perbantuan Pegawai di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

menyiapkan naskah Keputusan Menteri Perhubungan
tentang kenaikan pangkat untuk PNS gol. I/c s.d IV/b
di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

menyiapkan naskah Keputusan Menteri Perhubungan
tentang kenaikan pangkat untuk PNS gol. IV/a s.d
IV/b di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian
Perhubungan;

melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara
untuk penyelesaian Keputusan Presiden tentang
Kenaikan Pangkat golongan IV/c ke atas.
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. Rumusan uraian jenis-jenis kegiatan Jabatan fungsional tertentu mengacu pada
uraian jenis-jenis kegiatan yang telah ditetapkan Menteri yang bertanggungjawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

. Rumusan uraian jenis-jenis kegiatan Jabatan fungsional umum didasarkan pada

uraian jenis-jenis kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan struktural
terendah;

. Jumlah uraian jenis-jenis kegiatan bagi jabatan fungsional umum, dirumuskan
minimal 6 (enam) uraian jenis-jenis kegiatan;

Contoh:

Jabatan :  Operator Komputer

Uraian jenis kegiatan : 1) mengakses/mengentri data;

2) melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan komputer;

3) menyiapkan perangkat dan kelengkapan operasional
komputer;

4) memeriksa, mengatur dan memperbaiki keoptimalan
fungsi komputer;

5) mengupdate secara berkala antivirus, memelihara dan
merawat komputer dan jaringannya dari serangan
virus;

6) memelihara perangkat lunak dan perangkat keras.

. Uraian jenis-jenis kegiatan, dirumuskan dalam bentuk kalimat kerja;

. Setiap uraian jenis-jenis kegiatan, merupakan suatu proses kegiatan dengan hasil
kerja yang jelas;

. Setiap hasil kerja diberi nama satuan hasil kerja;

Contoh uraian jenis-jenis kegiatan dan satuan hasil kerja sebagai berikut:

No Uraian Jenis-Jenis Kegiatan Satuan Hasil Kerja

1 | Mengikuti pendidikan dan pelatihan Sertifikat

2 | Menyusun kebutuhan pegawai Daftar

3 Menyusun usul formasi Usul

4 Fasilitasi penyusunan formasi Kegiatan

5 | Menyiapkan surat jawaban penetapan NIP Surat

6 | Memeriksa hasil ujian saringan soal pilihan ganda Orang

7 | Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan SK
pegawai

8 | Memeriksa keberatan atas DUK Orang

9 | Menyusun kebutuhan diklat pimpinan Paket

10 | Menginventarisasi data yang berkaitan dengan Data
kesejahteraan

11 | Menganalisis jenis penghargaan atau tanda jasa yang | Tanda jasa
akan diberikan
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No Uraian Jenis-Jenis Kegiatan Satuan Hasil Kerja

12 | Menyiapkan konsep surat pembatalan SK mutasi Konsep
kepegawaian

13 | Membuat kajian akademis bahan pertimbangan Kajian
penataan organisasi

14 | Menyusun rancangan pedoman penyusunan SOP Rancangan

15 | Menginventarisasi standar jabatan Jabatan

16 | Mengumpulkan referensi atau literatur tentang Referensi
evaluasi jabatan

17 | Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan | Jam pelajaran
pegawai

18 | Memperoleh gelar kesarjanaan Ijasah

19 | Keanggotaan dalam profesi analisis kepegawaian Tahun

20 | Menghitung besaran lambung timbul untuk Lambung kapal
penerbitan sertifikat garis muat internasional

21 | Mendeteksi dan menggunakan perangkat RDF untuk | Laporan
membantu kapal dalam menentukan posisinya

22 | Membuat komponen dan rekayasa pada bengkel Unit
kenavigasian

23 | Melaksanakan tugas jaga dengar keselamatan Laporan
pelayaran pada stasiun radio pantai

24 | Mengolah naskah berita/telegram radio pelayaran Berita

25 | Memberkas kecelakaan kapal untuk diajukan ke Berita acara
Ditjen Hubla GT 76 ke atas

26 | Mengawasi uji berlayar kapal baru /perombakan Kapal
kapal

27 | Mengawasi pola trayek armada nasional Pola trayek

10.Uraian jenis-jenis kegiatan setiap jabatan, akan ditetapkan sebagai petunjuk
pelaksanaan organisasi dan tata kerja Kementerian dengan Peraturan Menteri.

F. Perumusan Struktur Organisasi dan Peta Jabatan

1. Struktur organisasi merupakan gambaran secara berjenjang nomenklatur yang terdiri
atas eselon tertinggi sampai dengan eselon terendah.

2. Hubungan komando di gambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan kotak
garis lurus;

3. Hubungan koordinasi di gambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan

kotak garis lurus;

4. Hubungan non struktural di gambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan

kotak garis putus-putus;
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4. Hubungan non struktural di gambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan
kotak garis putus-putus;

5. Hubungan manajerial di gambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan
lingkaran elips;

6. Hubungan garis fungsi staf digambarkan pada posisi diantara kotak pimpinan
tertinggi dan kotak pimpinan fungsi lini;

7. Hubungan garis fungsi Lini digambarkan pada posisi dibawah garis kotak fungsi staf

8. Nomenklatur unit kerja eselon tertinggi sampai dengan terendah yang digunakan
untuk penyusunan struktur organisasi pusat, sebagai berikut:

Wakil Menteri;

Sekretariat Jenderal;

Inspektorat Jenderal;

Direktorat Jenderal;

Badan;

Staf Ahli;

Biro/Sekretariat  Inspektorat  Jenderal/Inspektorat/Sekretariat  Direktorat
Jenderal/Direktorat/Sekretariat Badan/Pusat/Mahkamabh,;
Bagian/Bidang/Subdirektorat;

Subbagian/Seksi.

~E RSO a0 o

9. Satuan satuan organisasi eselon tertinggi sampai dengan terendah yang digunakan
untuk penyusunan struktur organisasi UPT, sebagai berikut :

Sekolah Tinggi;

Politeknik;

Akademi;

Balai;

Sekolah Menengah Kejuruan (Penerbangan dan Pelayaran); dan/atau

Penggunaan nomenklatur lain sesuai dengan karakteristik organisasi, setelah

mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.

The Q0 O
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10. Gambaran struktur organisasi pusat;

Contoh : Kementerian Perhubungan

MENTERI PERHUBUNGAN
WAKIL MENTERI PERHUBUNGAN

INSPEKTORAT SEKRETARIAT

JENDERAL JENDERAL

| ] |

IREKCTORAT JENDERAL| [DrRERTORAT 7ENDERAL| [oIRERTORAT sENDERAL| | forREKTORAT SEvDERAL||  PENCEMBANGAN ANFPENELITIANDAN
PENGEMBANGAR
PERHUBUNGAN DARAT PERHUBUNGAN LAUT PERHUBUNGAN UDARA PEREERETAAPIAN DAYA MANUSIA| PERHUBUNGAN
PERHUBUNGAN
PUSAT KAJIAN
PUSAT KOMUNIKASI KEMITRAAN DAN PUSATDATA DAN
PURLIK PELAYANAN JASA INFORMAST
TRANSPORTASE
Contoh : Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
BAGIANHUKUMDAN BAGIANKEPEGAWAIAN
BAGIANPERENCANAAN BAGIAN KEUANGAN HUBUNGAN MASYARAKAT) DAN UMUM
SUEBAGIAN PERATURAN SUBBAGIAN PERENCANAAN
|  SUBBAGIAN RENCANA o R e —1 PERUNDANG-UNDANGAN DAN MUTASL SDM
PENERIMAAN NBGARA BUKAN SUBBAGIAN EVALUASIDAN
—  SUBRAGIAN PROGRAM 1 PAJAKDANLAPORAN | | [ SUBBACIAN BANTUARHUKUM PENGEMRANGAN SEM
HASIL AUDIT
SUBBACIAN HURUNGAN
SUEBAGIAN ANALIA ARAKA SUBBAGIAN TATA USAHA
— DANEVALTAS — SUBBAGIAN AKTNIANSE s A R DAN RUMAHTANGGA
EENEEEE
KELOMPOK
JABATAN
FURGSIONAL
prdl ety
NERNRRN
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11. Gambaran struktur organisasi UPT;

Contoh : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

KANTOR UNIT
PENYELENGGARA
PELABUHAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI LALU LINTAS DAN SEKSI FASILITAS SEKST
ANGKJUANGKUTANLAUT PELABUHAN DAN , SEKS: .
DAN PELAYANAN JASA KETERTIBAN KESYAHBANDARAN
L1 1]
Eslempak
dabatan
Eungsienal

12. Gambaran struktur organisasi UPT yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum;

Contoh : Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat

BFFIDTEGAL  f-------=~-m-- I’ Dewan Pengawas I
T ——

1 Satuan Pemeriksa fntern’) ! Perwakilan Manaigmen,

O . <) JE— ) [ ' MW EMM .
Smbbagia | -
'
¥
Trmsan. N
Perensanaa dag Ynum '
Urnsan, H
~ ¥
Pengslolaan Esuansan ¢
| l | '
¢ -~ -Peksi Denyelenzgaraan, Seksi Pembinaan Seksi Pengembangan, !
¥ ] Usaha dan Kerja Sama §
: : :
1 [ SubseksiProgram dan ' | [ Subseksi Bimbingan Subseksi !
: Evaluasi Diklat : dan Latihan Pengembangan Usaha :
: Subseksi ' Subselsi Ensilitas Subsekai '
! Operasional Diklat ' Prasrta Riklat Kerja Sama '
3 1 1

1
[ U F._‘ l—ﬂL;J_‘:L,
Unit Peanians [ 111 Unit Penunisng Unit Penpnisng
Kslampsk.
dabatan
Eunztienal

Atau penggunaan struktur organisasi lain sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
organisasi, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab
di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.
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13.Peta Jabatan merupakan gambaran susunan dan tingkat nama-nama jabatan
struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum, dalam satuan

organisasi secara menyeluruh dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah.

Contoh :

Gambaran peta jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional

umum pada organisasi tingkat eselon III.

Kepala Bagian Perjanjian
dan Bantuan Hukum

I

Kepala Subbagian
Perjanjian

Kepala Subbagian
Penyuluhan hukum
Subbagian

Jabatan
Fungsional Umum

1. Analis Perumus
Perjanjian
Penasehat Perjanjian
Auditor Perjanjian

w

Jabatan
Fungsional Umum

1. Penyusun Bahan
Informasi Hukum

2. Pengumpul dan
Pengolah data

3. Penyusun Bahan
Laporan

4. Penyusun/Pengolah
Bahan Peratutan

5. Agendaris

Jabatan
Fungsional Tertentu

Perancang peraturan
Perundang-undangan

Jabatan
Fungsional Tertentu
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Perancang peraturan
Perundang-undangan

Kepala Subbagian
Bantuan hukum

Jabatan
Fungsional Umum

1. Pelaksana Kuasa
Hukum Bidang
Perdata

2. Pelaksana Kuasa
Hukum Bidang tata
uasaha negara

Jabatan
Fungsional Tertentu
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BABYV

BEBAN KERJA ORGANISASI

Beban kerja organisasi merupakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab
setiap nomenklatur jabatan, untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran hasil
sebagai kebutuhan organisasi. Setiap satuan organisasi harus dapat ditetapkan volume beban
kerjanya. Kesejenisan volume beban kerja organisasi dijadikan dasar sebagai penetapan
besaran organisasi dan tingkatan eselonering serta perumusan nomenklatur dan titelatur
organisasi.

Beban kerja organisasi dilaksanakan dengan menyusun rencana dan program Kkerja
pada setiap satuan unit kerja organisasi. Setiap satuan jabatan dalam organisasi wajib
menyusun uraian jenis-jenis kegiatan organisasi. Setiap satuan jabatan dalam organisasi
menetapkan target hasil untuk setiap satu rumusan uraian jenis-jenis kegiatannya. Setiap
rumusan uraian jenis-jenis kegiatan organisasi ditetapkan satuan hasil kerjanya.

Setiap satuan hasil kerja jabatan ditetapkan waktu penyelesaiannya. Penentuan rumus

penghitungan beban kerja satuan organisasi, satuan hasil kerja dan waktu rata-rata,
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
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BAB VI

ESELONISASI

A. Eselonisasi Satuan Organisasi Pusat

Eselonisasi satuan organisasi pusat, sebagai berikut:

1.

Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan
Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon I.a.

. Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon I.b, atau serendah-rendahnya eselon

II.a. Namun demikian, dalam hal terjadi pengalihtugasan pejabat struktural eselon
I.a kepada jabatan Staf Ahli maka terhadap pejabat yang bersangkutan tetap
diberikan eselon I.a.

. Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Direktorat

Jenderal, Direktur, Sekretaris Badan, Kepala Pusat, dan Ketua Mahkamah Pelayaran
merupakan jabatan struktural eselon Il.a.

Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala Bidang, dan Sekretaris Mahkamah
Pelayaran merupakan jabatan struktural eselon IIl.a.

. Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural

eselon IV.a.

B. Eselonisasi Satuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Eselonisasi satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT), sebagai berikut:

1.

3.

Pada Balai Besar atau Nomenklatur lain:

a) Kepala merupakan jabatan struktural eselon Il.a atau II.b;

b) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIl.a atau
I1L.b;

¢) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a
atau I'V.b.

. Pada Balai atau Nomenklatur lain:

a) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IIl.a atau III.b;
b) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a
atau I'V.b.

Pada Loka atau Nomenklatur lain:
a) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau I'V.b;
b) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a.
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4. Pada Pos atau Nomenklatur lain:
Kepala merupakan jabatan struktural eselon V.a.

Atau penggunaan eselon organisasi lain sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
organisasi, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab
di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.

C. Deeselonisasi Organisasi

Penataan organisasi dengan deeselonisasi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

1. Dalam struktur organisasi, masih merupakan jabatan struktural yang deeselonisasi;

2. Pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan tugas dan fungsi organisasi, menjadi
tugas tambahan pemangku jabatan fungsional;

3. Jabatan Tata Usaha dan Keuangan, merupakan jabatan struktural yang diangkat dari
PNS karier.

Contoh organisasi yang menerapkan prinsip deeselonisasi adalah Politeknik Ilmu
Pelayaran, dimana jabatan struktural Direktur PIP dijabat oleh oleh seorang PNS
pejabat fungsional Dosen sedangkan semua jabatan struktural Kepala Subbagian dan
Kepala Urusan tetap dijabat oleh PNS non fungsional.

D. Penyetaraan eselonisasi organisasi yang menerapkan PPK-BLU
Penyetaraan eselonisasi satuan unit organisasi yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan
peraturan perundang-undangan.

E. Eselonering nomenklatur lain
Eselonering nomenklatur lain yang dibutuhkan sesuai karakteristik beban kerja di

lingkungan Kementerian Perhubungan, akan ditetapkan sesuai persetujuan Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi.
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BAB VII

PERSYARATAN PENATAAN ORGANISASI

Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan untuk
mengantisipasi tuntutan yang berasal dari lingkungan internal maupun ekstenal dalam
rangka menciptakan suatu susunan organisasi yang mampu merefleksikan dan
mentransformasikan tugas dan fungsi yang diemban oleh organisasi.

Persyaratan melakukan penataan organisasi, antara lain:

a.

Melaksanakan amanah Undang-Undang dan/atau konvensi internasional bagi
pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan serta tugas teknis
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;

Menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Kementerian;

Mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dan berskala nasional,
regional, dan internasional,

Memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan Kementerian;

Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan
prasarana;

Memiliki standar operasional dan prosedur dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan tugas pembangunan serta tugas teknis operasional dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu;

Mendapatkan rekomendasi dari Pemerintahan Daerah bagi satuan organisasi UPT,
yang diperoleh atas permintaan Menteri kepada Kepala Daerah sesuai lokasi kantor
UPT yang akan dibentuk.
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BAB VIII

KLASIFIKASI DAN TIPOLOGI ORGANISASI

A. Klasifikasi Organisasi

Apabila jumlah suatu jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai variasi
dilihat dari volume / beban kerja dilakukan klasifikasi berdasarkan kriteria klasifikasi.
Kriteria klasifikasi merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang berpengaruh
pada variasi volume / beban kerja terdiri dari unsur pokok dan unsur penunjang.

Unsur pokok merupakan komponen yang mencerminkan variasi volume/beban
kerja tugas dan fungsi operasional UPT. Unsur penunjang merupakan komponen yang
mencerminkan variasi volume/beban kerja tugas dan fungsi pelayanan administrasi
UPT. Unsur pokok dan unsur penunjang selanjutnya dijabarkan ke dalam sub-unsur.
Setiap sub-unsur diberi nilai bobot persentase secara proporsional.

Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Menteri dan
menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan klasifikasi dan eselonering
organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pada saat pedoman ini disusun, contoh klasifikasi organisasi UPT ialah
sebagaimana diterapkan pada:

1. Distrik Navigasi, yang terdiri atas 3 (tiga) Kelas, yaitu Kelas I, II, dan III;

2. Kantor Syahbandar, yang terdiri atas 6 (enam) Kelas yaitu Kelas Utama, I, II, III,
IV, dan V;

3. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang terdiri atas 3 (tiga) Kelas yaitu Kelas I,
II, dan III.

B. Tipologi Organisasi

Apabila jumlah suatu jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai variasi
dilihat dari karakteristik jenis, sifat tugas, dan lingkungan organisasi, maka UPT
tersebut dapat dilakukan tipologi.

Pada saat pedoman ini disusun, contoh klasifikasi organisasi UPT ialah
sebagaimana diterapkan pada Bandar Udara yang terdiri atas Jenis A dan Jenis B.
Tipologi tersebut dibuat untuk menunjukkan variasi sifat tugas yang dilaksanakan.
Bandar Udara Jenis A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keamanan dan
keselamatan penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan.
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BAB IX

MEKANISME PENATAAN ORGANISASI

Mekanisme penataan organisasi Kementerian dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Tahap Pengusulan Internal

Tahap pengusulan internal ini terjadi di dalam organisasi yang akan ditata. Titik berat
tahap ini terdapat pada dilakukannya identifikasi permasalahan yang timbul dalam
organisasi dan adanya pertimbangan untuk dilaksanakannya penataan organisasi.
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1.

Pimpinan satuan organisasi menemukenali adanya permasalahan yang timbul pada
visi, misi, tugas pokok dan fungsi, rencana kerja, program Kkerja, beban kerja,
dan/atau hasil kerja organisasi.

Permasalahan dimaksud kemudian secara sistematis diinventarisasi dan dirumuskan
agar dapat dipahami sebagai permasalahan yang membutuhkan pemecahan dalam
bentuk penataan organisasi sehingga dapat menjadi justifikasi pentingnya dilakukan
penataan organisasi dimaksud.

Berdasarkan hasil inventarisasi dan perumusan pemecahan masalah, disusun
rancangan awal naskah akademik dan rancangan awal Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja, sebagai bahan usulan penataan
organisasi.

Langkah berikutnya pimpinan satuan organisasi secara berjenjang mengusulkan
penataan organisasi, yang diajukan kepada Menteri untuk diproses sesuai dengan
peraturan perundangan.

B. Tahap Pembahasan Internal

Tahap pembahasan internal ini dilakukan untuk pembahasan yang mendalam mengenai
permasalahan dan penataan organisasi yang diusulkan pada tingkat Kementerian.
Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menteri memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal terkait dengan usulan

penataan organisasi dari satuan organisasi pengusul.

Sekretariat Jenderal, khususnya Biro yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan
organisasi dan tata laksana mengkaji usulan yang diajukan satuan organisasi
pengusul.

Pembahasan diselenggarakan melalui pertemuan-pertemuan guna memperjelas
permasalahan yang ditemui dan usulan penataan organisasi yang akan dilaksanakan.
Pertemuan dikoordinasikan oleh Biro yang  bertanggung jawab di bidang
pengelolaan organisasi dan tata laksana dan pihak yang diundang adalah satuan
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organisasi pengusul, dan satuan organisasi internal lain yang memiliki kepentingan
dalam proses penataan organisasi yang diusulkan.

4. Sekretariat Jenderal menyiapkan Naskah Akademis dan rancangan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan hasil-hasil pembahasan.

5. Menteri meminta rekomendasi dari Kepala Daerah, sepanjang berkaitan dengan
pembentukan organisasi UPT yang lokasinya di daerah. Rekomendasi dari Kepala
Daerah dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang harmonis antara Kementerian
dengan Pemerintahan Daerah.

6. Menteri menyampaikan usulan penataan organisasi kepada Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi, dengan dilampiri Naskah Akademik, rancangan Peraturan Menteri tentang
Organisasi dan Tata Kerja, serta bagi penataan satuan organisasi UPT dilengkapi
pula dengan surat rekomendasi dari Kepala Daerah. Surat Menteri perihal usulan
penataan organisasi dimaksud adalah sebagaimana pada contoh pada akhir pedoman
ini.

C. Tahap Pembahasan Antar Kementerian

Sebagai gambaran, tahap pembahasan antar Kementerian dilakukan oleh Kementerian
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi, dengan melibatkan Kementerian dan/atau Lembaga terkait. Pembahasan ini
dilakukan untuk mendalami permasalahan dan penataan organisasi yang diusulkan,
terkait dengan pengharmonisasian usulan dengan peraturan perundang-undangan,
pengharmonisasian nomenklatur, titelatur, eselonisasi, dan rumusan tugas dan fungsi
organisasi.

D. Tahap Penetapan

Menteri berdasarkan surat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, memproses penetapan
rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

1. Biro yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan organisasi dan tata laksana
menyiapkan rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja dan
memberikan paraf pada halaman akhir rancangan Peraturan Menteri Perhubungan
dimaksud, kemudian meneruskan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan
dimaksud kepada unit kerja/pejabat yang terkait untuk diperiksa dan diparaf
persetujuan, dengan urutan sebagai berikut:

a. Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan organisasi dan tata
laksana;

b. Kepala Biro yang bertanggung jawab di bidang penyusunan peraturan perundang-
undangan;

c. Pimpinan unit kerja yang terkait, yang meliputi: pimpinan unit kerja eselon I dan
Sekretaris unit kerja eselon I;

d. Sekretaris Jenderal.
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2. Setelah mendapatkan paraf persetujuan lengkap, Biro yang bertanggung jawab di
bidang pengelolaan organisasi dan tata laksana, melalui Sekretaris Jenderal
memproses penetapan rancangan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata
Kerja menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

3. Setelah Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja, Biro yang bertanggung
jawab di bidang pengelolaan organisasi dan tata laksana memproses permohonan
paraf pada salinan Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud, ke Biro yang
bertanggung jawab di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan sebelum
disebarluaskan kepada unit kerja dan instansi terkait.

4. Penyebarluasan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja dilaksanakan
oleh Biro yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan organisasi dan tata laksana
kepada unit kerja dan instansi terkait dilaksanakan oleh Biro yang bertanggung jawab
di bidang pengelolaan organisasi dan tata laksana.

/‘ LAMPIRAN pertaikan 31 Maret 11.docx 33



BAB X

FORMAT NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

A. Naskah Akademik

Naskah akademik disusun untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pentingnya
penataan organisasi pemerintah di lingkungan Kementerian. Gambaran penting penataan
organisasi dimaksud meliputi:

1.
2.

3.

W

Gambaran tentang latar belakang organisasi, maksud dan tujuan penataan organisasi;
Visi dan Misi, yaitu adanya perumusan visi dan misi, termasuk penjelasan tidak
terjadi perubahan atau berubahnya visi dan misi organisasi;

Penjelasan kondisi saat ini, berkaitan dengan adanya kewenangan, tanggungjawab
dan beban kerja yang harus diemban, sehingga memungkinkan penataan organisasi;
Gambaran landasan hukum yang memungkinkan dilakukan penataan organisasi;
Penjelasan terhadap keadaan yang diinginkan berkaitan dengan penataan organisasi;

. Penjelasan akibat yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat penataan organisasi,

baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan nilai tambah
bagi masyarakat.

Naskah akademik disusun dengan kerangka sebagai berikut:

Babl1 Pendahuluan

A. Latar belakang
B. Permasalahan
C. Maksud dan Tujuan

BabIl  Visi dan Misi Organisasi

A. Visi dan Misi Organisasi Saat Ini
B. Visi dan Misi Organisasi Setelah Penataan

BabIll Kondisi Organisasi Saat Ini

Kedudukan

Tugas dan Fungsi

Susunan Organisasi

Eselonering

Jumlah Pegawai

Beban Kerja

Anggaran Pembiayaan dan PNBP
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Bab1V Landasan Hukum

BabV  Usulan Penataan Organisasi

A. Kedudukan
B. Tugas dan Fungsi
"C. Susunan Organisasi
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D. Eselonering

E. Jumlah Pegawai

F. Beban Kerja

G. Anggaran Pembiayaan dan PNBP

Bab VI Dampak Penataan Organisasi
A. Dampak pada sumber daya manusia
B. Dampak pada sarana dan prasarana
C. Dampak pada anggaran pembiayaan dan PNBP
D. Nilai tambah bagi masyarakat.

Bab VII Penutup

B. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja disusun
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan peraturan
perundang-undangan.

Pada umumnya, garis besar susunan rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Organisasi dan Tata Kerja, memuat materi yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Judul, yang terdiri atas:
a. Jenis peraturan;
b. Nomor peraturan dan tahun penetapan
c. Judul peraturan

2. Pembukaan, yang terdiri atas:

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”

Jabatan penetap peraturan

Konsideran “Menimbang” yang memuat pertimbangan pembentukannya
Konsideran “Mengingat” yang memuat dasar hukum

Konsideran “Memperhatikan” bila ada pertimbangan-pertimbangan lain yang
diperlukan

f. Memutuskan

g. Menetapkan: Judul Peraturan.

opo o

3. Batang tubuh

Bab I Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi
Bab II Susunan Organisasi

Bab III Kelompok Jabatan Fungsional

Bab IV Tata Kerja

Bab V Eselon

Bab VI Lokasi

Bab VII Wilayah Kerja

Bab VIII Ketentuan Peralihan

Bab IX Penutup
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j- Pengesahan, sesuai dengan contoh sebagai berikut:

Ditetapkandi JAKARTA
pada tanggal 9 November 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

FREDDY NUMBERI

k. Susunan pejabat yang dikirimkan salinan, sesuai dengan contoh sebagai berikut:
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menteri Keuangan;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Direktur Jenderal Anggaran,;

Wakil Menteri Perhubungan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para
Direktur Jenderal, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

8. Para Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal, para Sekretaris
Direktorat Jenderal, para Sekretaris Badan dan para Kepala Pusat di
lingkungan Kementerian Perhubungan.

NAUNE W=

. Pengesahan salinan oleh Kepala Biro yang bertangung jawab di bidang
penyusunan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan contoh sebagai
berikut:

Salinan sesuai den
KEPALA BIR

UMAR AKIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

4. Bagan Susunan Organisasi
5. Lampiran Nama dan Lokasi Wilayah Kerja
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